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ABSTRACT

Environmental pollution caused by industrial waste is a serious problem with the potential to
trigger ecological disasters, particularly in large industrial zones such as the Indonesia
Morowali Industrial Park (IMIP). This study aims to analyze legal regulations regarding
environmental pollution, examine the liability of polluters, and evaluate the effectiveness of
environmental law enforcement in Indonesia using a normative legal approach. The results of
the study indicate that Indonesia has a fairly comprehensive legal framework, particularly
through the Law on Environmental Protection and Management. However, implementation and
enforcement still face challenges, such as weak oversight. The legal liability of polluters covers
administrative, civil, and criminal aspects, but has not been optimally enforced. Therefore,
strengthened oversight, consistent law enforcement, and synergy among stakeholders are
required.

Keywords: Environmental pollution, law enforcement, IMIP Morowali.

ABSTRAK

pencemaran lingkungan akibat limbah industri merupakan masalah serius yang berpotensi
menimbulkan bencana ekologis, khususnya di kawasan industri besar seperti Indonesia
Morowali Industrial Park (IMIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan
hukum terkait pencemaran lingkungan, mengkaji tanggung jawab pelaku pencemaran, serta
mengevaluasi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan metode
pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki
kerangka hukum yang cukup komprehensif, terutama melalui Undang-undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasi dan penegakannya masih terdapat
kendala, sepertinya masih lemahnya pengawasan. Tanggung jawab hukum pelaku mencakup
aspek administratif, perdata, dan pidana, tetapi belum diterapkan secara optimal. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, serta sinergi antara para
pihak.

Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, penegakan hukum, IMIP Morowali.
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PENDAHULUAN

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian serius, terutama yang
bersumber dari aktivitas industri yang terus berkembang. Sementara itu, perkembangan industri
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun di sisi lain
juga memunculkan konsekuensi berupa meningkatnya produksi limbah yang berpotensi merusak
lingkungan dan bisa menjadi masalah dalam keberlanjutan lingkungan hidup. Limbah industri yang tidak
dikelola secara tepat dapat mencemari berbagai komponen lingkungan seperti air, tanah, dan udara,
sehingga menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem serta membahayakan kesehatan dan
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan pencemaran lingkungan tidak hanya menjadi isu ekologis
semata, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat peraturan yang
mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan yang sehat sekaligus mewajibkan
setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan tersebut diperkuat dengan berbagai
regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun demikian,
keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, yang
menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu fenomena yang mencerminkan persoalan tersebut dapat dilihat pada aktivitas industri di
kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi
Tengah. Kawasan industri ini merupakan salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia yang
berkembang pesat dalam rangka mendukung kebijakan hilirisasi sumber daya mineral nasional. Keberadaan
IMIP memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat daerah maupun
nasional, melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan sektor industri berbasis
mineral. Namun demikian, pesatnya aktivitas industri di kawasan tersebut juga menimbulkan berbagai
persoalan lingkungan yang tidak dapat diabaikan.

Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan nikel di kawasan IMIP, baik berupa limbah cair
maupun limbah padat, memiliki potensi untuk mencemari lingkungan apabila tidak dikelola secara optimal.
Dalam praktiknya, terdapat berbagai indikasi permasalahan lingkungan di sekitar kawasan tersebut, seperti
penurunan kualitas air, meningkatnya sedimentasi di wilayah pesisir, serta terganggunya ekosistem laut
yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek
lingkungan, tetapi juga berimplikasi terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi
mereka yang bergantung pada sumber daya alam seperti nelayan dan petani. Apabila kondisi ini terus
berlangsung tanpa penanganan yang memadai, maka pencemaran limbah industri tersebut berpotensi
berkembang menjadi bencana ekologis yang lebih luas dan kompleks.

Dari perspektif hukum lingkungan, setiap pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran seharusnya
bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Prinsip tanggung jawab seperti polluter pays principle
dan strict liability menjadi dasar dalam menentukan kewajiban pelaku usaha untuk menanggung kerugian
dan melakukan pemulihan lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme
administratif, perdata, maupun pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip
tersebut belum selalu berjalan secara optimal, khususnya dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar
dengan kepentingan ekonomi yang kuat.
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Selain itu, efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai
kendala. Permasalahan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sinergi antar lembaga, serta keterbatasan
sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Dalam kasus pencemaran
limbah tailing di Mimika, misalnya, upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu
mengatasi dampak yang terjadi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja
belum cukup tanpa didukung oleh implementasi dan penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

Dinamika perkembangan kawasan industri seperti IMIP juga menunjukkan adanya kebutuhan akan
penguatan instrumen pencegahan dalam hukum lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL), perizinan berbasis risiko, serta pengawasan berkelanjutan terhadap kegiatan industri.
Instrumen-instrumen tersebut seharusnya tidak hanya bersifat administratif formalitas, tetapi benar-benar
dijadikan sebagai alat pengendali untuk memastikan bahwa setiap kegiatan industri berjalan sesuai dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, kelemahan dalam tahap perencanaan dan
pengawasan seringkali menjadi celah terjadinya pencemaran lingkungan yang berulang. Keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri pada dasarnya merupakan pihak yang paling merasakan
dampak langsung dari aktivitas industri. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan
keputusan, pengawasan, serta pelaporan dugaan pencemaran perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya
penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan
informasi dan keadilan lingkungan (environmental justice) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek
yang memiliki hak untuk dilibatkan dalam perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan akibat limbah
industri merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang menyeluruh. Oleh
karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaturan hukum yang berlaku, bentuk tanggung jawab
pelaku usaha, serta efektivitas penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam kasus limbah industri di
kawasan IMIP Morowali. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya
perlindungan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya bencana ekologis di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis
normatif, yang bertujuan untuk mengkaji aturan hukum mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah
industri serta penerapannya dalam praktik, khususnya di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,
tetapi juga didukung dengan studi kasus untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dijalankan di
lapangan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan
lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya.
Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan, seperti
polluter pays principle dan strict liability. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis
permasalahan limbah industri di IMIP Morowali sebagai gambaran nyata kondisi di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier
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seperti kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai
sumber yang relevan, serta didukung oleh data sekunder berupa laporan dan informasi terkait kasus di IMIP.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis
untuk melihat kesesuaian antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan, serta menilai efektivitas
penegakan hukum lingkungan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum
menuju pada analisis kasus khusus terkait pencemaran limbah industri di kawasan IMIP Morowali.

HASIL PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Indutsri di Indonesia

Pengaturan hukum pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Indonesia berlandaskan pada
konsep dasar bahwasanya lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang harus dilindungi dari
potensi kerusakan karena faktor aktivitas manusia. Pengaturan ini diatur secara komprehensif dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pencemaran lingkungan sendiri merupakan keadaan dimana lingkungan mengalami perubahan dari kondisi
alaminya menjadi kondisi yang lebih buruk. Dalam undang-undang ini pada Pasal 1 Nomor 14 telah
mendefinisikan dari pencemaran lingkungan yang berbunyi “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Aktivitas manusia yang dimaksud dalam pasal tersebut
seperti aktivitas industri, transportasi, pertanian, maupun aktivitas rumah tangga yang pada umumnya
menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan.

Salah satu sumber utama pencemaran lingkungan tersebut adalah limbah industri. Limbah industri
merupakan sisa hasil kegiatan yang berasal dari proses operasional di sektor industri. Secara sederhananya,
limbah industri dapat dipahami sebagai bahan buangan yang dihasilkan selama proses produksi
berlangsung. Jenis limbah industri yang dihasilkan pun banyak jenisnya tergantung pada jenis produk dan
proses produksi yang dilakukan oleh industri tersebut, sehingga dalam pengolahannya pun proses
tahapannya berbeda-beda. Apabila limbah industri tidak dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan, maka limbah tersebut dapat menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan,
karena limbah industri mengandung zat berbahaya yang dapat merusak ekosistem serta membahayakan
kesehatan manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada
sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum
lingkungan. Menurut Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan berbagai asas sebagai pedoman dalam setiap kebijakan, perencanaan, dan
pelaksanaan pembangunan. Asas-asas tersebut seperti tanggung jawab negara, kelestarian dan
keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion,
keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa
hukum lingkungan di Indonesia bersifat komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan.

a. Asas tanggung jawab negara, asas ini menegaskan bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk
melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi kesejahteraan rakyat. Asas ini menegaskan bahwa
negara harus bertanggung jawab untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.
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b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, asas ini mengharuskan setiap kegiatan pembangunan
memperhatikan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.
asas ini berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang
menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

c. Asas keserasian dan keseimbangan, asas ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus
memperhatikan keselarasan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. ketiga aspek tersebut
sangat penting agar dalam setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi
semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

d. Asas keterpaduan, asas ini menekankan bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus dilakukan secara terintegrasi antara berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan.
lingkungan tidak dapat dikelola secara parsial, dikarenakan setiap komponen saling berkaitan. Oleh
karena itu, kebijakan lingkungan harus memperhatikan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan
ekologi, serta koordinasi antara pemerintah, pusat, daerah, dan masyarakat.

e. Asas kehati-hatian, asas ini mengharuskan adanya langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan
lingkungan meskipun belum adanya kepastian ilmiah yang mutlak. Prinsip ini sangat relevan dalam
menghadapi berbagai resiko lingkungan yang bersifat kompleks dan sulit diprediksi.

f. Asas keadilan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjamin keadilan bagi
seluruh masyarakat, baik antarindividu, antar daerah, maupun antar generasi. Setiap orang memiliki
hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban untuk menjaganya. Selain
itu, tidak boleh ada pihak yang dirugikan akibat adanya eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh
pihak lain.

g. Asas ekoregion, pengelolaan lingkungan harus memperhatikan karakteristik wilayah ekologis,
seperti kondisi geografis, iklim, flora, fauna, serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian,
kebijakan lingkungan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial
masing-masing daerah.

h. Asas keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan hidup harus melindungi dan melestarikan
keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang sangat penting
bagi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga harus dijaga dari
kerusakan ataupun kepunahan.

i. Asas pencemar membayar, menurut asas ini bahwa setiap pihak yang menimbulkan pencemaran atau
kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan. Tujuan dari asas ini adalah untuk
memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap
dampak lingkungan.

J. Asas partisipatif, asas ini juga menjadi landasan penting dalam perlindungan lingkungan. Masyarakat
diberikan hak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, hingga
penegakkan hukum lingkungan.Hal ini mencerminkan bahwasanya perlindungan lingkungan bukan
hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat.

k. Asas kearifan lokal, asas ini mengakui nilai-nilai tradisional yang berkembang dalam masyarakat
sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Ada banyaknya praktik lokal yang terbukti mampu
menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam hukum Indonesia mencerminkan upaya menjaga
keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya asas-asas tersebut,
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diharapkan terciptanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menjamin keadilan bagi generasi
sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum utama dalam pengaturan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang ini mengatur larangan bagi setiap orang
maupun setiap badan usaha untuk melakukan aktivitas yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup. Dalam Pasal 22 hingga Pasal 37 pada undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban
bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah, memperoleh persetujuan lingkungan, serta
menerapkan instrumen pencegahan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-
UPL sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha. AMDAL merupakan studi yang menelaah dampak
signifikan dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan, yang digunakan sebagai dasar dalam
proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sebagai instrumen
perencanaan, AMDAL digunakan untuk menyusun langkah-langkah pencegahan terhadap potensi
pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang dapat muncul akibat kegiatan pembangunan.
Kemudian, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah, serta mekanisme
perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam
pengendalian pencemaran. Baku mutu lingkungan merupakan standar yang menetapkan batas maksimum
atau kadar tertentu dari makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lain yang terdapat atau seharusnya
ada, termasuk unsur pencemar yang masih dapat ditoleransi keberadaannya dalam suatu sumber daya
sebagai bagian dari lingkungan hidup. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan ada atau
tidaknya pencemaran lingkungan. Selain itu, terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus
mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengatur secara
rinci mengenai klasifikasi limbah B3, tata cara penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan
penimbunan limbah tersebut. .

Guna memastikan ketentuan tersebut berjalan secara efektif di lapangan, dalam rangka pengawasan
dan pencegahan, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti pemantauan kualitas lingkungan, audit
lingkungan, serta penerapan sistem pelaporan berkala oleh perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran, dalam
rangka penegakan hukum, sistem hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme pemberian sanksi yang
komprehensif terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Sanksi tersebut
meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dengan adanya pengaturan yang
komprehensif ini, hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian saja,
tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang menekankan tanggung jawab pelaku usaha serta
keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

Namun meskipun pengaturan hukum terkait pencemaran lingkungan di Indonesia telah disusun
secara sistematis dan menyeluruh, pada kenyataannya masih terdapat kendala, seperti lemahnya
pengawasan, rendahnya kepatuhan industri, serta penegakan hukum yang masih belum optimal. Oleh
karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa
ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan secara efektif demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih
dan keberlanjutan.
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2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Industri terhadap Pencemaran Lingkungan
Tanggung jawab hukum pelaku industri atas pencemaran lingkungan merupakan konsekuensi logis
dari setiap aktivitas usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam era industrialisasi
yang berkembang pesat, khususnya di kawasan industri strategis seperti Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP), aktivitas pengolahan sumber daya alam, terutama nikel, menghasilkan limbah yang berpotensi
mencemari lingkungan apabila tidak dikelola secara optimal. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya
terbatas pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga dapat berkembang menjadi ancaman serius berupa
bencana ekologis yang mengganggu keseimbangan ekosistem serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Secara normatif, pengaturan mengenai tanggung jawab tersebut telah dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur
bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib menanggung
akibat hukum yang ditimbulkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya
berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan serta pemulihan
lingkungan.
a. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Lingkungan

Dalam kerangka hukum lingkungan, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam

menentukan pertanggungjawaban pelaku usaha, yaitu polluter pays principle dan strict liability.

- Polluter pays principle, merupakan pihak yang menyebabkan pencemaran wajib memikul seluruh
seluruh beban biaya yang timbul akibat perbuatannya. Dalam konteks kawasan IMIP Morowali,
prinsip ini menjadi relevan mengingat kegiatan industri pengolahan nikel menghasilkan berbagai
jenis limbah, seperti limbah cair, padat, maupun emisi udara. Apabila limbah tersebut mencemari
lingkungan, maka perusahaan berkewajiban menanggung biaya pemulihan serta memberikan
kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok nelayan yang mengalami
penurunan hasil tangkapan akibat tercemarnya perairan.

- Strict liability atau tanggung jawab mutlak, merupakan pelaku usaha dapat dimintai
pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam prinsip ini, yang
menjadi fokus adalah adanya kerugian serta keterkaitannya dengan aktivitas usaha yang
dilakukan. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam kasus pencemaran lingkungan berskala
besar, seperti yang berpotensi terjadi di kawasan IMIP, karena pembuktian kesalahan seringkali
sulit dilakukan.

b. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan

Pertanggungjawaban hukum pelaku industri terhadap pencemaran lingkungan pada dasarnya terbagi

ke dalam tiga bentuk utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Ketiga bentuk ini memiliki
karakteristik serta fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum
lingkungan.
a) Tanggung Jawab Administratif
Tanggung jawab administratif merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh
pemerintah melalui mekanisme perizinan dan pengawasan. Dalam hal terjadi pelanggaran,
pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagai langkah untuk menghentikan
pelanggaran dan mencegah dampak yang lebih luas. Pasal 76 - Pasal 83 dalam Undang-Undang
No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis,
paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kawasan industri
seperti IMIP, pengawasan administratif menjadi sangat penting mengingat tingginya intensitas
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aktivitas industri serta kompleksitas pengelolaan limbah. Namun dalam praktiknya efektivitas
sanksi administratif seringkali dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan serta ketegasan aparat.
Tidak jarang sanksi yang diberikan hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang memadai,
sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha.
b) Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan)
Tanggung jawab perdata dalam Pasal 87 “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Dalam pasal ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan. Dalam
hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul serta
melakukan upaya pemulihan lingkungan. Ganti rugi dapat mencakup kerugian ekonomi, seperti
hilangnya mata pencaharian ataupun kerugian non-ekonomi, seperti terganggunya kesehatan
masyarakat. Sementara itu, pemulihan lingkungan dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti
rehabilitasi lahan, pembersihan limbah, serta pemulihan ekosistem yang terdampak. Dalam
kasus IMIP Morowali, masyarakat yang terdampak pencemaran, seperti nelayan, memiliki hak
untuk mengajukan gugatan, baik secara individu maupun melalui mekanisme gugatan
kelompok (class action). Selain itu, organisasi lingkungan hidup juga dapat berperan dalam
mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan. Namun pelaksanaan tanggung
jawab perdata masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap
keadilan, biaya perkara yang relatif tinggi, serta kesulitan dalam membuktikan hubungan antara
aktivitas industri dan kerugian yang dialami masyarakat.
c) Tanggung Jawab Pidana
Tanggung jawab pidana merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat represif dan
ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan. Sanksi pidana
dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana
penjara, denda, serta sanksi tambahan seperti penutupan usaha atau perampasan keuntungan
yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa pencemaran
lingkungan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga
mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks IMIP, apabila
terdapat bukti bahwa perusahaan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan
pencemaran yang signifikan, maka penegakan hukum pidana dapat dilakukan. Namun, dalam
praktiknya, penegakan hukum pidana lingkungan masih menghadapi berbagai kendala,
termasuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan adanya kepentingan ekonomi yang
besar dalam industri tersebut.
c. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Limbah Industri di Kawasan
IMIP Morowali
Kasus limbah industri di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkaitan dengan
pengelolaan limbah tailing, yaitu sisa pengolahan bahan tambang yang masih mengandung mineral namun
telah diambil logam berharganya melalui ekstraksi metalurgi. Limbah ini mengandung bahan berbahaya
seperti logam berat dan zat kimia beracun, sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak
dikelola dengan baik. Pada Februari tahun 2026, terjadi insiden longsor limbah tailing di area penyimpanan
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salah satu perusahan di kawasan IMIP yang menyebabkan korban jiwa, serta kerusakan alat berat. Insiden
ini menunjukan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan limbah dan keselamatan kerja, terlebih
insiden ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, volume limbah yang dihasilkan oleh perusahaan ini
setiap tahunnya menghasilkan jutaan ton seiring meningkatnya produksi nikel, sehingga memperbesar
risiko pencemaran dan bencana lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup juga menemukan beberapa pelanggaran serius pada IMIP, seperti beberapa fasilitas
yang digunakan tidak tercantum pada AMDAL, tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL),
serta ditemukannya kegiatan penimbunan tanpa izin berupa slag nikel dan tailing di lahan 10 hektar, dengan
total volume mencapai sekitar lebih dari 12 juta ton.

Dampak dari kasus ini sangatlah luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan maupun masyarakat.
Dari sisi lingkungan, limbah tailing menyebabkan pencemaran tanah, air, dan laut akibat kandungan logam
berat yang berbahaya, yang menyebabkan merusaknya ekosistem dan menurunkan kualitas sumber daya
alam. Dari sisi kesehatan, masyarakat berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit pernafasan
sampai berpotensi mengalami penyakit kronis yang disebabkan paparan zat beracun. Selain itu, kasus ini
juga menunjukkan tingginya risiko keselamatan kerja bagi para pekerja di kawasan industri tersebut.
Dampak sosial ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat, terutama terganggunya mata pencaharian nelayan
dan petani akibat pencemaran lingkungan. Di sisi lain, kasus ini mencerminkan masih lemahnya
pengawasan serta penegakkan hukum lingkungan, sehingga diperlukan langkah yang lebih tegas dan
sistematis untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Mengenai penegakan hukum lingkungan atas kasus limbah industri di kawasan IMIP Morowali
dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki izin lingkungan,
memenuhi baku mutu, serta mengelola limbah industri yang dihasilkannya dengan benar. Dalam praktik di
lapangan, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa IMIP melakukan pelanggaran yang cukup serius, yang berupa
melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan dokumen AMDAL, tidak tersedianya Instalasi
Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai, serta melakukan penimbunan limbah slag nikel dan tailing
tanpa adanya izin. Pelanggaran tersebut secara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 sampai dengan Pasal 36 terkait AMDAL, Pasal 59 terkait
pengelolaan limbah B3, dan Pasal 69 yang melarang setiap bentuk kegiatan yang berpotensi mengakibatkan
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adanya temuan pelanggaran dari Kementerian Lingkungan
Hidup juga menguatkan adanya ketidakpatuhan perusahaan dalam pengelolaan limbah, termasuk praktik
pembuangan dan penimbunan yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Dalam merespon pelanggaran tersebut, pemerintah telah menerapkan instrumen penegakan hukum
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sanksi administratif menjadi langkah awal, berupa
paksaan pemerintah, denda administrative, dan penghentian sementara kegiatan yang tidak memiliki izin
atau tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan
penegakan hukum perdata dengan menuntut ganti rugi dan kewajiban pemulihan lingkungan berdasarkan
prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), serta penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran berat
seperti pengelolaan limbah industri yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, meskipun sanksi-sanksi
tersebut telah diterapkan, pada kenyataannya efektivitas penegakan hukum tersebut masih dipertanyakan,
dikarenakan sanksi yang diberikan cenderung belum menimbulkan efek jera dan pelanggaran serupa masih
terus terjadi.
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Tantangan dalam penegakan hukum atas kasus limbah industri di kawasan IMIP Morowali sangat
kompleks dan bersifat struktural. Salah satu kendala utama dalam penegakan kasus ini adalah mengenai
dominasi penyelesaian melalui jalur administratif, seperti hanya memberikan sanksi teguran dan
pembekuan izin, yang mana hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang menimbulkan
pencemaran. Selain itu, masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum yang menyebabkan
adanya tumpang tindih kewenangan serta ketidaksinkronan dalam penanganan kasus ini. Kemudian,
kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi, mengingat peran kawasan IMIP dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi seringkali membuat penegakan hukum menjadi kurang tegas. Selain itu, terbatasnya kapasitas
dan sumber daya aparat, serta rendahnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam isu lingkungan, turut
memperlemah upaya penegakan hukum. Kondisi ini diperparah dengan hukum pidana yang masih
ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga penggunaanya masih terbatas dan
kurang efektif dalam menanggulangi pelanggaran lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa aturan hukum mengenai pencemaran
lingkungan akibat limbah industri di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap dan tersusun secara
sistematis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009. Aturan tersebut tidak hanya mengatur larangan dan kewajiban, tetapi juga memuat prinsip-
prinsip dasar serta instrumen pencegahan pencemaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan
ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan, terutama terkait lemahnya
pengawasan dan rendahnya kepatuhan dari pelaku usaha.

Dari sisi tanggung jawab hukum, pelaku industri pada dasarnya dapat dimintai
pertanggungjawaban melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana. Prinsip-prinsip seperti polluter
pays principle dan strict liability telah memberikan dasar yang kuat dalam menentukan kewajiban pelaku
usaha. Akan tetapi, penerapan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara maksimal, baik dalam
pemberian sanksi maupun dalam upaya pemulihan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat yang
terdampak.

Adapun dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada kasus limbah industri di kawasan IMIP
Morowali, masih terdapat berbagai hambatan yang membuat penegakan hukum belum berjalan efektif.
Permasalahan seperti lemahnya pengawasan, dominannya sanksi administratif yang kurang memberikan
efek jera, keterbatasan aparat, serta adanya kepentingan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi
kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran limbah industri bukan hanya persoalan hukum
semata, tetapi juga dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lingkungan apabila
tidak ditangani dengan baik.

SARAN
1. Diperlukan langkah yang lebih serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa aturan hukum yang
sudah ada benar-benar dijalankan secara konsisten, khususnya dalam hal pengawasan dan
pengendalian limbah industri agar tidak hanya bersifat formalitas.
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2. Pelaku industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga
menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dengan lebih nyata, termasuk dalam
menanggung dampak pencemaran dan melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.

3. Penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan dengan lebih tegas dan menyeluruh, tidak hanya
mengandalkan sanksi administratif, tetapi juga memanfaatkan jalur perdata dan pidana, serta
melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan agar tercipta kontrol yang lebih efektif.
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